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TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO,

bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 21 ayat
(1) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi
Publik, menyatakan bahwa Badan Publik wajib
menyediakan Informasi Publik setiap saat yang
meliputi Daftar Informasi Publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum tentang Penetapan Daftar Informasi Publik
Badan Pengawas Pemilihan Umum  Kota
Sawahlunto Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863 );

S. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud
DIKTUM KESATU terdiri atas :

a. Informasi yang wajib disediakan secara berkala;

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta
merta; dan

c. Informasi yang wajib disediakan tersedia setiap
saat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 24 Juni 2026.

JUNAIDI HARTONI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
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LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR

TANGGAL
TENTANG

: 7/HK.01.01/K.SB-18/06/2026
: 24 JUNI 2026
: PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

UNIT KERJA | PENANGGUNGJAWAB | WAKTU | BENTUK INFORMASI JANGKA
NO R INGKASAN [SI INFORMAS YANG PEMBUATAN ATAU | PEMBUATA |  YANG TERSEDIA WAKTU
MENGUASAI PENERBITAN N HARDCOP | soFTcop | PENYIMPANA
INFORMASI INFORMASI INFORMASI % % N
I. Informasi Yang Berkaitan Dengan Profil Bawaslu
Divisi SDM -
1. | Alamat Lengkap 1.v131 S .O Koordinator Sekretariat 2026 \% \% Sesual .dengian
Diklat Datin retensi arsip
2. | Visi dan Misi D{Vlsl SDM,O Koordinator Sekretariat 2026 v \Y Sesual .deng'an
Diklat Datin retensi arsip
Divisi SDM :
3. | Tugas dan Fungsi 1.v1s1 S .O Koordinator Sekretariat 2026 \% \% Sesual .deng.an
Diklat Datin retensi arsip
4. | Struktur Organisasi D{Vlsl SDM,O Koordinator Sekretariat 2026 v \Y Sesual .deng'an
Diklat Datin retensi arsip
S. Profil Singkat Ketua dan  Anggota DI.WSI SDM.O Koordinator Sekretariat 2026 v v Sesuai .dengian
Bawaslu Kota Sawahlunto Diklat Datin retensi arsip
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Profil Singkat Koordinator Sekretariat

Divisi SDMO
Diklat Datin

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
retensi arsip

List Website Bawaslu Kota Sawahlunto

Divisi SDMO
Diklat Datin

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
retensi arsip

II. Informasi Program dan Kinerja Bawaslu

Rencana Kerja 2026

Divisi SDMO
Diklat Datin

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip

Perjanjian Kinerja  Bawaslu Kota
Sawahlunto 2025

Divisi SDMO
Diklat Datin

Koordinator Sekretariat

2024

Sesuai dengan
retensi arsip

Perjanjian Kinerja  Bawaslu Kota
Sawahlunto 2024

Divisi SDMO
Diklat Datin

Koordinator Sekretariat

2023

Sesuai dengan
retensi arsip

Laporan Akhir Divisi Sumber Daya
Manusia Organisasi Diklat Datin 2025

Divisi SDMO
Diklat Datin

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
retensi arsip

Laporan Akhir Divisi Hukum Pencegahan
Parmas dan Humas 2025

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
retensi arsip

Laporan Akhir Divisi Penanganan
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
2024

Divisi PPPS

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip

III. Informasi Mengenai Keuangan

Rencana Kerja dan Anggaran 2026

Divisi SDMO
Diklat Datin

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip

Laporan Keuangan Tahun 2025

Divisi SDMO

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
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Diklat Datin

retensi arsip

Laporan Keuangan Tahun 2024

Divisi SDMO
Diklat Datin

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip

Daftar Barang Milik Negara Tahun 2026

Divisi SDMO
Diklat Datin

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
retensi arsip

Daftar Barang Milik Negara Tahun 2025

Divisi SDMO
Diklat Datin

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip

Daftar Barang Milik Negara Tahun 2024

Divisi SDMO
Diklat Datin

Koordinator Sekretariat

2024

Sesuai dengan
retensi arsip

IV. Informasi Mengenai Organisasi, Administras

i dan Kepegawaia

Informasi Kepegawaian 2026

Divisi SDMO
Diklat Datin

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
retensi arsip

Informasi Kepegawaian 2025

Divisi SDMO
Diklat Datin

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip

Personil Pengawas Pemilu/Pemilihan di
Bawaslu Kota Sawahlunto 2026

Divisi SDMO
Diklat Datin

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
retensi arsip

Pedoman Tata Tertib Pegawai

Divisi SDMO
Diklat Datin

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip

Laporan LHKPN 2024

Divisi SDMO
Diklat Datin

Koordinator Sekretariat

2024

Sesuai dengan
retensi arsip

Laporan LHKPN 2025

Divisi SDMO
Diklat Datin

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip
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Juknis Tata Kelola Kegiatan Pertemuan
Rapat

Divisi SDMO
Diklat Datin

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
retensi arsip

8. | Juknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Divisi SDMO
Diklat Datin

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip

Pedoman Pengelolaan Dana Hibah
Penyelenggaraan Pengawasan Pilkada

Divisi SDMO
Diklat Datin

Koordinator Sekretariat

2024

Sesuai dengan
retensi arsip

10. | Informasi Kepegawaian 2026

Divisi SDMO
Diklat Datin

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
retensi arsip

V. Informasi Mengenai Pelayanan Publik

1. | Laporan Layanan Informasi Publik 2024

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2024

Sesuai dengan
retensi arsip

2. | Laporan Layanan Informasi Publik 2025

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip

Ringkasan Laporan Layanan Informasi

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2024

Sesuai dengan
retensi arsip

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
retensi arsip

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
retensi arsip

3. Publik 2024

4 Ringkasan Laporan Layanan Informasi
" | Publik 2025

5 Informasi Hak dan Kewajiban Pemohon
" | Informasi

6 Informasi Hak dan Kewajiban Bawaslu
" | dalam Pelayanan Informasi

7.

Informasi Mengenai Tata Cara

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
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Memperoleh Informasi Publik

retensi arsip

Informasi Mengenai Biaya Permohonan
Informasi

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
retensi arsip

Informasi Mengenai Jadwal Waktu
Pelayanan Informasi

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
retensi arsip

10.

Informasi Mengenai Tata Cara Prosedur
Pelaporan Dugaan Pelanggaran
Pemilu/Pemilihan

Divisi PPPS

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
retensi arsip

11.

Sarana Pelaporan Dugaan Pelanggaran
Pemilu/Pemilihan secara Offline

Divisi PPPS

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
retensi arsip

12.

Informasi Mengenai Tata Cara Prosedur
Pengajuan Sengketa Proses
Pemilu/Pemilihan

Divisi PPPS

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
retensi arsip

13.

SOP Penyusunan Daftar Informasi
Publik (DIP)

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
retensi arsip

14.

SK PPID Tahun 2026

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
retensi arsip

15.

SK PPID Tahun 2025

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip

16.

Daftar Informasi Publik 2026

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
retensi arsip

VI. Informasi Mengenai Pengawasan Pemilu
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Laporan Akhir Divisi Pengawasan Tahun
2023 dan 2024.

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2024 -
2025

Sesuai dengan
retensi arsip

VII. Informasi Mengenai Pengawasan Pilkada Se

rentak 2024

Laporan Akhir Divisi Pengawasan
Pemilihan Tahun 2024

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip

Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih
Sementara (DPS)

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2024

Sesuai dengan
retensi arsip

Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih
Sementara Hasil Perbaikan

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2024

Sesuai dengan
retensi arsip

Pemutakhiran Daftar Pemilih
Pencoccokan dan Penelitian (Coklit)

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2024

Sesuai dengan
retensi arsip

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih
Tetap

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2024

Sesuai dengan
retensi arsip

Hasil Pengawasan Logistik Tahun 2024

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2024

Sesuai dengan
retensi arsip

Hasil Pengawasan Pemungutan dan
Penghitungan Suara Tahun 2023 dan
2024

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2024

Sesuai dengan
retensi arsip

Pengawasan Penyerahan Alat Peraga
Kampanye dan Bahan Kampanye 2023
dan 2024

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2024

Sesuai dengan
retensi arsip

VIII. Informasi Hasil Penelitian
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Sesuai dengan

1. | Peta Kerawanan Pilkada Serentak 2024 Divisi HPPH Koordinator Sekretariat 2024 \% \ . .
retensi arsip
2. | Indeks Kerawanan Pilkada 2024 Divisi HPPH Koordinator Sekretariat 2024 \Y \% Sesual .deng.an
retensi arsip
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
UNIT KERJA | PENANGGUNGJAWAB | WAKTU | BENTUK INFORMASI JANGKA
NO R INGKASAN [SI INFORMAS YANG PEMBUATAN ATAU | PEMBUATA |  YANG TERSEDIA WAKTU
MENGUASAI PENERBITAN N HARDCOP | SOFTCOPp | PENYIMPANA
INFORMASI INFORMASI INFORMASI % % N
I. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik
1. | Laporan Layanan Informasi Publik 2024 Divisi HPPH Koordinator Sekretariat 2024 A% \% Sesual .deng.an
retensi arsip
2. | Laporan Layanan Informasi Publik 2025 Divisi HPPH Koordinator Sekretariat 2025 \Y \% Sesual .deng'an
retensi arsip
3. | Laporan Layanan Informasi Publik 2026 Divisi HPPH Koordinator Sekretariat 2026 v \% Sesual Fieng.an
retensi arsip
4, Rlngkasan Laporan Layanan Informasi Divisi HPPH Koordinator Sekretariat 2023 \% \% Sesual .deng'an
Publik 2023 retensi arsip
S. ngkasan Laporan Layanan Informasi Divisi HPPH Koordinator Sekretariat 2024 \4 \% Sesual fieng.an
Publik 2024 retensi arsip
0. Ringkasan Laporan Layanan Informasi Divisi HPPH Koordinator Sekretariat 2025 \4 \% Sesuai dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




Publik 2025

retensi arsip

Informasi Hak dan Kewajiban Pemohon
Informasi

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip

Informasi Hak dan Kewajiban Bawaslu
dalam Pelayanan Informasi

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip

Informasi Mengenai Tata Cara
Memperoleh Informasi Publik

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip

10.

Informasi Mengenai Biaya Permohonan
Informasi

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip

11.

Informasi Mengenai Jadwal Waktu
Pelayanan Informasi

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip

12.

Informasi Mengenai Tata Cara Prosedur
Pelaporan Dugaan Pelanggaran
Pemilu/Pemilihan

Divisi PPPS

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip

13.

Maklumat Pelayanan

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip

14.

SOP Pelayanan Informasi Publik

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip

15.

SOP Klarifikasi Informasi

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip

16.

SOP Pendokumentasian Informasi
Dikecualikan

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2025

Sesuai dengan
retensi arsip
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Sesuai dengan

17. | SOP Pendokumentasian Informasi Publik Divisi HPPH Koordinator Sekretariat 2025 . .
retensi arsip
18. SOP  Penyusunan dan . Penyampaian Divisi HPPH Koordinator Sekretariat 2025 Sesual Fieng.an
Laporan Layanan Informasi retensi arsip
19. SOP, Penyusunan  Daftar  Informasi Divisi HPPH Koordinator Sekretariat 2025 Sesual _deng,an
Publik retensi arsip
20. | SK PPID Tahun 2024 Divisi HPPH Koordinator Sekretariat 2024 Sesual .deng.an
retensi arsip
21. | SK PPID Tahun 2025 Divisi HPPH | Koordinator Sekretariat 2025 Sesuai dengan
retensi arsip
22. | SK PPID Tahun 2026 Divisi HPPH Koordinator Sekretariat 2026 Sesual Fieng.an
retensi arsip
II. Informasi Program dan Kinerja Bawaslu
Divisi SDM :
1. | Rencana Kerja 2026 I.VISI S .O Koordinator Sekretariat 2025 Sesual .deng.an
Diklat Datin retensi arsip
III. Informasi Hasil Penelitian
1 Peta Kerawanan Pilkada Serentak Tahun Divisi HPPH Koordinator Sekretariat 0024 Sesuai Fieng.an
2024 retensi arsip
IV. Informasi Mengenai Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan
1 Nota Kesepahaman (MOU) Tahun 2025 - Divisi HPPH Koordinator Sekretariat 2025 - Sesuai Fieng'an
2026 2026 retensi arsip
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Perjanjian Kerjasama Tahun 2026

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2026

Sesuai dengan
retensi arsip

Surat Keputusan Ketua dan Koordinator
Sekretariat Tahun 2021 - 2026

Divisi HPPH

Koordinator Sekretariat

2021 -
2026

Sesuai dengan
retensi arsip

V. Informasi Tentang Organisasi, Administrasi dan Kepegawaian
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